
    

  

 

 

 

 

 

 
BUPATI LAMANDAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

NOMOR  18  TAHUN 2015 
 

T E N T A N G 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG   PENYERTAAN MODAL DAERAH                             

PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH             

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMANDAU, 

 

Menimbang  
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a. 
 

 
 

 
 
 

 
b. 

 
 

 
 
 

 
 

 
c. 

 
 
 

 
 

 
 

 
d. 
 

 
 

 
 

 

bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia 

usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah telah dibentuk Perseroan 

Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 13 Tahun 2012; 

 
bahwa untuk mendukung struktur permodalan, 

meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan 
perkembangan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka 
peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu 

melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas 
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 

 
bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota 

Se-Kalimantan Tengah tentang Penyertaan Modal Pada PT. 
Jamkrida Kalteng,  telah disepakati Pemerintah Kabupaten / 
Kota Se-Kalimantan Tengah untuk menganggarkan dana 

penyertaan modal pada PT. Jamkrida Kalteng melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-

masing yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 
sampai dengan Tahun Anggaran 2015; 

 
bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka Penyertaan Modal 

pada PT. JAMKRIDA  Kalimantan Tengah melalui Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pembayarannya 

dilaksanakanan padaTahun 2014 sampai dengan 2016; 
 

 



    

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mengingat 
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e. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
f. 

 
 

 
 
 

g. 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. 
 

 
 

 
2. 
 

 
 

 
 

 
 
3. 

 
 

 
 

4. 
 
 

 
 

5. 
 

 
 
 

 

bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap 
penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah 
daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 75 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyertaan 
modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila 

jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 
berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 
penyertaan modal daerah berkenaan; 

 
bahwa Pearturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5  

Tahun 2014 Tentang   Penyertaan Modal Daerah Pada 
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah berlu di revisi untuk disesuaikan 
kembali khususnya pada tahapan penyertaan modal; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, d, huruf e dan f, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5  Tahun 

2014 Tentang   Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan 
Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

 
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 10, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang 
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4724); 
 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 
 

 



    

  

6. 
 

 
 
 

7. 
 

 
 

 
8. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

9. 
 

 
 
 

10. 
 

 
 

 
 

11. 
 
 

 
 

 
12. 

 
 
 

 
13. 

 
 

 
 
14. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, 
Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5355); 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

  
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4812); 
  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 

. 



    

  

15. 
 

 
 
16. 

 
 

 
 

17. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah 

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2012 Nomor13); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 
61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 

Nomor 53 Seri D). 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH NOMOR                

5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH 
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT 

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 
 
 

 
Pasal  I 

 
Ketentuan  Pasal  4  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  5 Tahun 2014  tentang 

Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroaan Terbatas Penjamin Kredit Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran  Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014  
Nomor 126) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 sehingga berbunyi sebagi berikut: 

 
Pasal 4 

 
(1)  Tetap 
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara 

bertahap dengan rincian: 
a. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta 

rupiah). 

b. Tahun 2015 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah). 

c. Tahun 2016 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah). 

(3) Guna memenuhi bagian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamandau 

yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan dalam APBD yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap tahun anggaran. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 



    

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. 

 
 
Ditetapkan di Nanga Bulik 

pada tanggal  6 Juli 2015     
 

BUPATI LAMANDAU, 
 

 
 

MARUKAN 

 
 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal  8 Desember 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,  
 

               
 

                 ARIFIN LP. UMBING 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

TAHUN 2015 NOMOR 135 
 
 

 
   Salinan sesuai dengan aslinya 

   KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

  
  
   ELLY YOSSEPH,SH 

   NIP. 10760131 200312 1 006 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



    

  

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 18 TAHUN 2015 

 

T E N T A N G 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG   PENYERTAAN MODAL DAERAH                             

PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH             
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

I. PENJELASAN UMUM 
 

salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar 
kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah telah dibentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 13 Tahun 2012, oleh sebab itu perlu adanya dukungan pendanaan untuk 

memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetisi 
pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah dan 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah 

Kabupaten Lamandau perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas 
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 
 

berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah tentang 
Penyertaan Modal Pada PT. Jamkrida Kalteng,  telah disepakati Pemerintah 

Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah untuk menganggarkan dana penyertaan 
modal pada PT. Jamkrida Kalteng melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) masing-masing daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 
2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Karena  keterbatasan kemampuan 

keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau, maka Penyertaan Modal pada PT. 
JAMKRIDA  Kalimantan Tengah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(APBD) pembayarannya dilaksanakanan pada Tahun 2014 sampai dengan 2016. 

 
Untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai 

ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah 

pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan 
sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah 

daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun 
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan 

modal daerah berkenaan. 
 

Pearturan Daerah tersebut telah terbentuk pada Tahun 2014 yaitu Nomor 5  Tahun 
2014 Tentang   Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan 
Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berlu di revisi untuk disesuaikan 

kembali khususnya pada tahapan penyertaan modal. Karena pada Pearturan 
Daerah tersebut perlu adanya penyesuaian yaitu pada jumlah dan tahapan 

penyertaan modal untuk itu perlu adanya perubahan peraturan daerah. 
 

 
 
 

 



    

  

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 

 
Pasal  I 
Cukup Jelas 

 
 

Pasal II 
Cukup Jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2015 NOMOR 184 

 
 

 
 


